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ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006
tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Musi Rawas, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2023, Laporan
Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional,
Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal
tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian
wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian
intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji
material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan
berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar
Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik
BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan
yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan
pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada
pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang
material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun
kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, pemeriksa mempertimbangkan
pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas untuk merancang prosedur pemeriksaan
yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini
atas cfektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Pemeriksaan yang
dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang
digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Musi
Rawas, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan,
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BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai
dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan sccara wajar,
dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
tanggal 31 Desember 2023, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih,
operasional, arus Kas, serta perubahan ckuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal
tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penekanan Suatu Hal

BPK menekankan pada (a) Catatan 5.3.1.2.a).2) atas Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Musi Rawas yang menjelaskan per 31 Desember 2023 terdapat Investasi Jangka
Panjang Permanen pada PT Mura Sempurna (Perseroda) sebesar Rp10.000.000.000,00
yang menjadi Penekanan Suatu Hal pada Opini atas LKPD Pemerintah Kabupaten Musi
Rawas Tahun 2022 yang belum ditindaklanjuti; (b) Catatan 5.1.2.1.b atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang menjelaskan realisasi Belanja Barang
dan Jasa sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp497.076.706.171,56, diantaranya
merupakan realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan
sebesar Rp22.046.507.670,00 sebagai dampak lemahnya sistem pengendalian intern
pengelolaan belanja pada Sekretariat DPRD.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut,
BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas
Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-
undangan disajikan dalam Laporan Nomor 47.B/LHP/XVIIL.PLG/05/2024 tanggal 21 Mei
2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Palembang, 21 Mei 2024
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
‘;’endnégun'g'.!awab Pemeriksaan,
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Laiporan atas Laperan Keuangan

Berdasarkon Undang-Undaeg MNomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tunggung Jowab Keoangan Megam dan Undang-Uindang Momor 15 Talum 2006
tenitang Hadon Pemerikse Keuangan, BPK telah menveriksa Laporan Kewangan Pemerintah
kabupaten Musi Rawas, vang terdin dari Meraca tangosl 31 Desember 2024, Laporan
Reahisasi Anggoran, Laporin Perubahan Saldo Anggaran Lebah, Lapomn Operasional,
Laporan Arus kas, dan Laporan Perobaban Ekuites antuk tahun yang bemkhir pada tanggal
tersehutl, sera Catatan aias Lapamn Keuangin,

Tanggung Jawab Pemerintal atas Laporan Keuangam

Pemerintah Babopaten Masi Rawss bertangoung jawah plas penyusanan dan penyvagian
wajar laporn keuangan sesumi dengan Sandar Akuntunss Pemerintabam don pedgendalion
inbersi varg memadal ook menvusun laporan keuangan yang bebas dan sakah saji
minderial, baik vang disebabkom oleh kecunmgan mmupun kesalahan,

Tunggung Jawab BPk

Tanppung |awabh BPE adalsl wntuk menyaimkan suatu ppini atas laporan Kewangan
berdasarkan pemeriksaan BPE. BPK melaksannkon pemerikspan berdusarkon Standar
Pemeriksann Kensngan Negar Stnadas tersebut menghamskan BPFK mematuhi Kode Etik
BPE, serta merencanakan don melakssnakon pemeriksaan untuk memperoleh keyakinmn
yang memadn apakal laporan kewangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suniu pemenksaan meliputi pengujisn bukti-bokt vang mendukung angkn-angka don
penguigkapan dalam  laporan kesangan. Prosedor vanp dipilih mendasarkan pada
pertimbangan profesional pemerilksa, termasok penildion risiko késalahan penyajian yang
mmeral datarm kaponin kesngan, baik o oyang disehabkan oleh kecurangan  maupin
kesalahan,  Dalam  melakukan  penilaian  risiko,  pemeriksa  mempenimbangkan
pengendnlian intern yang relevan dengan penyussnan dan pemyajieon wajar Lapkran
Kennngan Pemerintnh Koabupaten Musi Bewas umuk memneang prosedur pemenksann
yang tepal sesual dengan koadisi yang ada, tetapi bukan unuk fujuan nenyoiakan opind
ntas efektivitas pengendalion imtern Pemerindah Babupiten Musi Rawas, Pemenksaan vang
dilakukan BPK juga mencakop evalussd aias kefepatan kebwjakan akunfansi vang
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digunakan don Kewajoran estimnsi akunionsi yiang dibust oleh Pemeringah Kabuopaten Musi
Rawas, serta evaliss atns pemyi)inn lapomn keuangan wecara Keseluruhan,

RPE vokin bahwa bukti pemerksaan yang teloh diperobeh aidalah cukup don wepat, s=bagas
dasar anbuk menyatnkin opini BPE.

Opini

Memirut spini BPK, lapomn Ksmngan yang disetat di afes, menyaikan secam wajar,
dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
tanggal 31 Desember 2024, dan realisasi anggaren, perubahan saldo anggaman lebih,
operazional, arus ks, serta perubdhon ckuilas uniuk ahun vang berakhir pada tanggal
tersebut, sesual dengan Standar Akuntansi Pemerintahoe.

FPenekanan Suntu Hal

BPE menckankan pada Catatan 53.1.2a)2) atas Laporan Kevangan Pemerintab
Eabupiaten Must Rawas vang menjeliodan per 31 Desember 2024 terdapatl Investast Janigka
Panjony Permanen padn PT Mo Sempomn (Perseroda) sebene Bpd 0000 000 501, (6
vang menadi Penekanan Suatu Hal pada Opant atas LKPD Pemerinial Kabapaten Muosi
Rawas Tahun 2022 dan Tahun 2023 yang belum ditinduklanijuti, Opini BPE tidak
dimodifikasi sehubungan dengan hal {ersebui.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memndai atas kewajarmn laporan keuangan tersebut,
BEK juga melakukan pemeriksann terhadap Sistem Pengendalian Intern dan kepatuhan
terhadap ketentunn perafuran penmelarg-ondangan. Lapomn Hasil Pemenksaan atas
Sistem Pengendalion Imern dan Kepatohan terhadap Ketentuan Persturan Perundung-
undangan disajikon dalam Laporan Momor 3681 HP X VILLPLGNS 2025 tanggeal 13 Mei
25, vang merupakan bagian fidak terpisahkan dari laposan ini.

Palembang, 23 Mei 2025
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Nomor : 44.A/T/LHP/DIPKN-V.PLG/PPD.01/05/2026
Tanggal : 29 Mei 2026
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Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006
tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Musi Rawas, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2025, Laporan
Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional,
Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal

tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuvangan.
Tanggung jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian
wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian
intemn yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji

material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan
berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar
Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik
BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan
yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan
pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada
pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang
material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun
kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan
pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan
keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas untuk merancang prosedur pemeriksaan
yang tcpat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini
atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Pemeriksaan yang
dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang
digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Musi
Rawas, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, scbagai
dasar untuk menyatakan BPK.
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Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar,
dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
tanggal 31 Desember 2025, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih,
operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal
tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penckanan Suatu Hal

BPK menekankan pada Catatan 5.3.1.2.a).2) atas Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Musi Rawas yang menjelaskan per 31 Desember 2025 terdapat Investasi Jangka
Panjang Permanen pada PT Mura Sempurna (Perseroda) sebesar Rp10.000.000.000,00
yang menjadi Penckanan Suatu Hal pada Opini atas LKPD Pemerintah Kabupaten Musi
Rawas Tahun 2024 yang belum ditindaklanjuti. Opini BPK tidak dimodifikasi sehubungan
dengan hal tersebut.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut,
BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas
Sistem Pengendalian Intem dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-
undangan disajikan dalam Laporan Nomor 44.B/T/LHP/DJPKN-V.PLG/PPD.01/05/2026
tanggal 29 Mei 2026, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

g Xalcggyang, 29 Mei 2026
ADAN'PEMERIKSA KEUANGAN
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